NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

Menimbang

Mengingat

BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMORQQ_ TAHUN 2020

TENTANG
NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;

bahwa Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ende telah memperoleh
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor:

B/ 196/M.SM.04.00/2020, tanggal 24 Februari 2020

~perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ende;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1II
Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

P: F;”
b 2%l
i 1

1

Dipindai dengan CamScanner

3
fF 71
N

o



mbaran

Nusa Tenggara Timur (Le
r 122,

onesia Tahun 1958 Nomo .
lik Indonesia

Tenggara Barat dan

Negara Republik Ind
Tambahan Lembaran Negara Repub

Nomor 1655);
tan
Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang
~ an
Pembentukan Peraturan Perundang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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| Tahun 2016

Pemerintah Nomor
a Republik

¢ Daerah (Lembaran Negar:
114, Tambahan

mor 5887)

Peraturan

Peraturan

tentang Perangka

Indonesia Tahun 2016 Nomor

Negara Republik Indonesia No
dengan

Lembaran
scbagaimana  telah diubah
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
esia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
ri Sipil (Lembaran

g Perubahan

Lembaran Negara Republik Indon

tentang Manajemen Pegawai Nege
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Ende (Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun
Paraf
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Menctapkan

Yeri {
mbentukan dan Susunan Perangka

(Lembaran
or 2. Tambahan

2016 tentany Pe I |

X Jacrah
Dasraly  Kabupaten Ende
Tahun 2020 Nom

Kabupaten Ende
Nomor 2);

tembaran Dacrah Kabupaten Finde

_ . 3 Tahun
e Peraturan Daecrah Kabupaten finde Nomor 3 Te

AN
2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa ds

- ] . , h
Politik Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Dacra
Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor J)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA PEGAWAI  NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.

3. Bupati adalah Bupati Ende.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

4. Seckretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Ende.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

vang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah
Pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

.-J

dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan,

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan

digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
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10.

11.

12.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi daI?
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
Pemerintahan dan pembangunan,

Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui
pendidikan formal,

Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan

Pe€merintahan dan pembangunan.

Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan
kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGUNAAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menetapkan PNS

dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan kualifikasi prendidikan
dan tugas Jjabatannya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan semua Nomenklatur

Jabatan Fungsional Umum yang sudah ada menjadi Nomenklatur Jabatan
Pelaksana sesuai dengan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana digunakan sebagai

Pasal 4

pedoman bagij setiap

Perangkat Daerah untuk:

a.

o

° a0

gl

penyusunan dan penetapan kebutuhan;
penentuan pangkat dan jabatan;
pengembangan karier;

pengembangan kompetensi;

penilaian kinerja;

penggajian dan tunjangan; dan
pemberhentian.
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BAB 111

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
Pasal 5
(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada perangkat
dacrah,
(2) Jabatan Pelaksana dikeclompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang

menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
(3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan tugas jabatan,
kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesual

kebutuhan organisasi.

BAB IV
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
Pasal 6
Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
v Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

‘; Ditetapkan di End
pada tanggal \‘; \SED\IGM'LQJ" 2020

UPRATI ENDE,

%B _ N
A ce>—

'Z DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal |{, Ul e— 2020

) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,}

/

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR }-14
Pa}'af
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